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TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 180); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia; 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahuh 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; 

5 . Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia-Tahun 2009 Nomor 130,- Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); -. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan, Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); ~ 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun. 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tar.abahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 # Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pen1erintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Pera tu ran Pemerintah N omor 12 Tah un 201 7 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuan.gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); -

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu 
Data Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 112); 

18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 260); • 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasiftkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENT.ANG RANCANGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud 
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Katingan; 
5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah· yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok 
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan 
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD 

Pasal 2 

kebijakan 
daerah 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rpl.207.926.074.584 yang bersumber dari : 
a. Pendapatan Asli; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sal1. 
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Pasal 4 

( 1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a , direncanakan sebesar Rpl 12.200.485.800 yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c . Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan 
sebesar Rp48.362.909.702. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , direncanakan 
sebesar Rp6.757.088 .2 18 . 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.370.215.980 . 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d , direncanakan sebesar Rp36.710.271.900. 

Pasal 5 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 huruf a , 
direncanakan sebesar Rp48.362.909.702 yang terdiri atas: 
a . Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ; 
b. Pajak Hotel; 
c. Pajak Restoran ; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Air Tanah ; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; 
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); 
j . Bea Perolahan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) . 

(2) Pajak Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan 
sebesar Rp6 .757.088.218. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c , direncanakan sebesar Rp20.370.215.980 

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf d , direncanakan sebesar Rp36.710.271.900 

Pasal 6 

Dan seterusnya (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan). 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rpl.378.001.140.576 yang terdiri atas: 
a . Belanja operasional; 
b . Belanja modal; 
c . Belanja tidak terduga; dan 
d . Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a 
direncanakan sebesar Rp857.812.130.404 yang terdiri atas: 
a . Belanja pegawai; 
b . Belanja barang dan ja sa; 
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c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncan.akan 
Rp460.207.270.492. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
direncanakan sebasar Rp337.326.245.872. 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan 
sebesar Rpl.397.250.000. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan 
sebesar RpSS.975.889.956. 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
direncanakan sebesar Rp. 2.905.474.084. 

Pasal 9 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 10 

( 1) Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp184.954.065.992 yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.879.000.000 
yang terdiri atas: 
a. Penyertaan Modal Daerah. 

Pasal 11 

( 1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(l 70.075.065.992). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan. pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl 70.075.065.992. 

Pasal 12 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampira.11. yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjaharan APBD yang Diklasifikasi menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, da.n Besaran 
Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

Daftar Nama Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 

t· ,1 fl 



- 7 -

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelornpok, jenis, objek, dan rincian objek 

enda atan, belan'a dan embia aan; 
8. Larnpiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan 
rincian ob'ek enda atan belan'a dan embia aan; 

9. Larnpiran IX Rincian Dana Tan1bahan Infrastruktur menarut uru.san 
pemerintahan daerah, organisasj , program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rlncian objek 

enda tan belan'a dan embiavaan-~-------4-"-':__...:___., _ __,_ _ __:_;_"""'-'-'--'---'---....L----"-----L----------~ 
0. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten 

Katinganpada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 

'--____ __ ___,__A_P_B_D_ dengan Program Prioritas Perbatasan Ne ara. 

Pasal 13 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. 

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal 3 1 Desember 2021 

S DAERAH 
TINGAN, 

' 
I _y --~-

Ditetapkan di Kasongan, 
pada tanggal 31 Desember 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 644 

I 




